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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecanggihan akan aplikasi berbasis android maupun ios tengah banyak
dimanfaatkan oleh individu-individu yang baru ingin merintis sebuah bisnis, ataupun
bagi pelaku usaha sebagai upaya dalam meningkatkan penghasilannya di samping
memberikan kemudahan bagi setiap orang, antara lain dapat dilihat dengan semakin
banyaknya aplikasi travel online, aplikasi penjualan pakaian, aplikasi tiket online dan
lain sebagainya, dimana kesemuanya dapat diunduh melalui google play maupun app
store yang merupakan penyedia fitur aplikasi pada setiap smartphone android
maupun ios. Aplikasi Ojek Online se E salah satu pelopor jasa
transportast berbasis aplikasi onlineglfﬂdﬁ\ ia. aFir .rile org perti GO-
JEK, GRAB,"UBER “dimaksudkan untuk memérmﬁjudarﬁgi sjzga szylang ingin
menggunakan jasa ojek motor tanpa harus susah-susah mencari tukang ojek atau
pergi ke pangkalan ojek.?

Ojek online dan ojek pangkalan pada umumnya mempunyai persamaan yang
mendasar, yakni apa bila ditinjau dari jenis alat angkut yang digunakan, keduanya
menggunakan sepeda motor. Sedangkan perbedaannya, yaitu terletak dari proses
pemesanan, di mana untuk pemesanan Ojek Online, setiap pengguna jasanya hanya
dapat melakukan pemesanan melalui smartphone android maupun ios dan secara

otomatis perusahaan ojek online langsung menentukan tarif yang dihitung

1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
him. 5



berdasarkan jarak ke tempat tujuan, sehingga tidak lagi ada tawar menawar harga
seperti halnya yang dilakukan dengan tukang ojek konvensional.?

Di Indonesia, Penggunaan jasa aplikasi kendaraan yang berbasis ojek online
sudah sampai taraf memprihatinkan, bukan hanya kuantitas daya minat masyarakat
yang semakin banyak dan meluas, akan tetapi penggunanya semakin menjalar
hampir ke semua lapisan masyarakat mulai dari pelajar segala tingkatan, di kalangan
artis, sampai Pejabat Negara pun menggunakan jasa ojek online. Yang mana jasa
angkutan roda dua atau roda empat kendaraan umum di Indonesia mempunyai
kecenderungan meningkat, serta bagi masyarakat pengguna di Indonesia saat ini
sudah mulai diperketat, dalam jasa layanan berbasis online ini tidak memiliki badan

hukum yang resmi, sangat signifikan jika menangani hal tersebut oleh aparat
Pemerintah dan para penegak hukum jika tidak ditindak lanjuti menjadi suatu
perhatian untuk melindungi masyara BLI_ A M
Mqdal_transportasi_online o@ @Iimf @i elnaﬁrfan lﬁsaw memiliki
beberapa peran _kKeunggulan yang bertumpu pada tiga nilai pokok yaitu kecepatan,
inovasi, dan dampak sosial, sehingga lebih mempermudah masyarakat dalam
melakukan pemesanan secara cepat untuk menggunakan jasa transportasi secara
umum, kapanpun dan dimanapun dibutuhkan dalam lingkup daerah ataupun setiap
wilayah dilingkungan masyarakat, kini yang sudah tersedia dalam fasilitas ojek online
dengan cara memesan ojek online lewat aplikasinya.
Bahwa selain itu palayanan fasilitas driver ojek online lebih bisa dipercaya
karena driver ojek online dikelola langsung oleh perusahaan itu sendiri, serta

pengguna fasilitas ojek online dapat mengetahui berapa jarak yang akan ditempuh

dengan jumlah biaya yang akan dikeluarkan sesuai dengan aplikasi secara otomatis.

2 Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, him.413



Kelebihan lainnya yaitu disediakannya masker dan helm untuk para penumpangnya
dan biaya operasionalnya yang murah dihitung dengan per kilometer, berbeda dengan
ojek pangkalan biasa yang menurut pengamatan penulis jarang menyediakan
kelengkapan berkendara untuk penumpangnya serta biaya operasionalnya yang tidak
tetap atau sesuai keinginan pengemudi ojek pangkalan tersebut.

Dengan penawaran menarik dari Perusahaan ojek online tersebut, membuat
masyarakat menjadi lebih tertarik menggunakan layanan jasa angkutan ojek online
ini, dibandingkan dengan menggunakan layanan ojek lokal yang sudah ada
sebelumnya. Saat ini masyarakat yang lebih memilih menggunakan transportasi ojek
online, keberadaan ojek online ini mendapatkan respon pro dan kontra dari

masyarakat, pemerintah, khususnya beberapa pengemudi ojek pangkalan yang
memberikan respon negatif dan m k keras_keberadaan ojek online karena
mereka merasa bahwa dengan kebei;éw LAMM eksistensi pekerjaan
mereka menjaditersisihbkan dan ters@q'@ h O O | O -F La W
Masyarakat pada umumnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari
dalam melaksanakan aktivitasnya dengan tujuan yang berbeda-beda, serta
membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil atau
motor) maupun angkutan umum. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung
fungsi bagi kegunaan seseorang (personal place utility). Seseorang dapat
mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau untuk keperluan usaha.
Transportasi darat di daerah perkotaan memerlukan suatu sistem transportasi yang

efektif dan efisien untuk melayani pemindahan barang-barang dan manusia dalam

batas antar wilayah, sehingga berbagai sumberdaya yang ada dapat diperoleh dan

8Lestari Ningrum, Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis, Penerbit PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2004, him. 134.



dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh manusia. Terkhusus mengenai pemindahan
barang-barang, kualitas jasa transportasi barang harus dilaksanakan secara efektif
dan efisien dengan cara lancer atau cepat, aman, teratur, bertanggung jawab, dan
murah.*

Pembahasan pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari
efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri. Pengangkutan di Indonesia diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku Ketiga tentang perikatan, kemudian
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada Buku II titel ke V. Selain itu
pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (untuk selanjutnya disingkat UULLAJ) sebagai Pengganti Undang -
Undang Nomor. 14 Tahun 1992. Laly Lintas_dan Angkutan Jalan, diberlakukan agar
dapat membantu mewujudkan kepaslalgklﬁmI Mhak yang terkait dengan
penyelenggaraan jasa angkutan, ba@tﬁphﬁﬁkn@uﬁn, @gr@:\sﬁopir atau
pengemudi) Serta penumpang secara umum.

Seiring dengan laju modernisasi dan perkembangan teknologi yang begitu
pesat, transportasi atau pengangkutan juga ikut mengalami kemajuan yang begitu
cepat. Berbagai layanan aplikasi seperti Grab dan Grab-Car yang menyediakan jasa
transportasi mulai bermunculan dengan menawarkan berbagai kemudahan baik bagi
pengusaha angkutan maupun masyarakat sebagai pengguna, mulai dari sistem

pemesanan hingga sistem pembayaran yang serba dipermudah melalui aplikasi

canggih dewasa ini.

4Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi-Keuangan-Perdagangan,Inggris-Indonesia, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1982.



Bahwa setelah berhasil menarik konsumen, pada layanan jasa transportasi
berbasis seperti ojek Online mendapat sorotan dari berbagai aspek prilaku di bidang
jasa angkutan umum, menjadi perhatian bagi Pemerintah. Hal tersebut dikarenakan
ojek online tidak berstatus sebagai badan hukum yang sah dalam hal perijinan
usahanya, sehingga dalam menjalankan usaha angkutan umum, dianggap sebagai
angkutan ilegal. Selain itu dalam praktiknya ojek online bekerja sama dengan pemilik
kendaraan pribadi untuk menjalankan usaha angkutan jasa, sedangkan diketahui
bersama bahwa setiap usaha angkutan umum, mendaftrakan ijin usaha kepada
Pemerintah dalam menjalankan usaha apapun, serta memiliki Legalitas ijin
pengangkutan berbadan hukum yang sah dalam menjalankan usaha biro jasa

pengangkutan kendaraan umum berbasis aplikasi online baik kendaraan roda dua
atau roda empat, memiliki izin usah kytan umum_dan_kegiatan pengangkutan
dilaksanakan dengan kendaraan bejwﬁxLA etentuan Undang-Undang
Angkutan [Lalu_Lintas_(jin trayek).@a@ h‘e@@hla @1@1 rtw_ere’alv\l?an usaha
tersebut, di wajibkan memenuhi persyaratan terlebih dahulu untuk dipenuhi sebelum
menjalankan usaha angkutan umum.

Aplikasi teknologi adalah suatu keniscayaan yang harus didukung dan
dikembangkan pada semua jenis layanan angkutan umum sehingga layanan pada
masyarakat menjadi lebih baik, namun yang menjadi persoalan adalah resmi atau
tidak resminya. Menurut plt Ditien Perhubungan Darat Sugihardjo, ojek online
bertentangan dengan angkutan resmi yang sudah diatur oleh Pemerintah, karena
angkutan penumpang yang tidak dalam trayek ada dalam bentuk taksi atau mobil

sewaan sesuai Undang-Undang Lalu Lintah Angkutan Jalan serta memperhatikan

Perlindungan konsumen bagi pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi online.



Berdasarkan Pasal 138 Ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan,
angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor
umum. Selain itu ada pula standar pelayanan minimum yang wajib dipenuhi oleh
pengusaha angkutan umum yang meliputi: keamanan, kenyamanan, keselamatan,
keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Namun menanggapi aturan tersebut
pihak ojek Online menyatakan bahwa usaha yang dijalankan ojek Online hanya
sebagai layanan aplikasi yang menghubungkan antara pengemudi/pemilik kendaraan
dengan penumpang. Jadi, urusan izin pengangkutan merupakan tanggung jawab
pengemudi/pemilik kendaraan sebagai mitra perusahaan ojek Online.

Adanya kewajiban setiap pengusaha angkutan untuk memberikan standar

pelayanan minimal bagi masyarakat/pengguna jasa dijamin oleh Undang-Undang.
Kemudian di dalam Pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan diatur
mengenai tujuan dari lalu lintas dan ijaLAM
a. Ternwujudnya pelayanan lalu (\?Saadla'r‘ @@tlan @ﬁ? yahgjarw selamat,
tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong
perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa.®
b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Demikian juga dalam Pasal 9 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan
tentang tata cara berlalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor umum serta

Pasal 141 Undang-Undang Lalu Lintah Angkutan Jalan tentang standar pelayanan

angkutan orang dan masih banyak pasal lainnya yang terkait dengan adanya

5H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Ill: Hukum Pengangkutan,
Djambatan, Jakarta, 2003.



upaya memberikan perlindungan bagi pengguna dalam penyelenggaraan jasa
angkutan.®
Pelaku usaha yang sering mengabaikan hak dari konsumen seolah juga selalu
saja terjadi dan mengakibatkan ada pihak yang merasa dirugikan yaitu pengguna jasa
dari pelaku usaha tersebut. Di Indonesia pengangkutan berupa barang dan/atau jasa
sangat penting untuk terus dikembangkan karena sebagaimana diketahui, Indonesia
merupakan negara dengan keadaan geografis yang terbilang unik yaitu terdiri dari
ribuan pulau, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut (sehingga disebut negara
maritim), sungai dan danau yang bisa memungkinkan pengangkutan dilakukan dari
jalur darat, laut dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Bertanggungjawab atas suatu perbuatan pelanggaran tersebut bauk
pengusaha yang mendirikan tanpa a ijin badan hukum yang sah, berarti yang
bersangkutan secara sah dapat dikeIBrLﬁAMran ijin usaha anguktan
kendaraanbaik roda dua atau roda e@aeeh‘ir@)@}e I@eﬁ% pEbthu, bahwa
penlanggaran tersebut tersebut dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah
ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem itu berlaku atas
perbuatan ini. Dengan kata lain sistem ini dibenarkan oleh sistem hukum, baik
menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan jalan.

Berdasarkan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan,
maka pada tingkat ini pertanggungan jawab itu adalah suatu permintaan atau
kewajiban dalam perijinan yang berdan hukum secara sah. maka dalam dan
menghubungkan kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dengan akibat-akibat

hukum yang diisyaratkan lalu menyatakan bahwa Pelaku usaha sebagai pendiri jasa

angkutan berbasis online bertanggung jawab adalah suatu pernyataan (statement).

6 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003.



Dan ia lalu mengkaitkan kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat ketentuan
tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai
kedudukan hukum ojek Online dalam penyelenggaraan angkutan umum serta dalam
bentuk aspek perlindungan hukum bagi pengguna jasa aplikasi ojek online dengan
melakukan penelitian dengan memberi judul “Perlindungan Hukum Terhadap Jasa
Aplikasi Ojek Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai

berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hulBaLnAMasis Ojek Online dalam

penyelenggaraan pengangku@ @W@@Pr@vﬁg B%Womor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi terhadap konsumen sebagai
pengguna transportasi jasa aplikasi Ojek Online ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui kedudukan hukum badan hukum perusahaan jasa Ojek
Online dalam penyelenggaraan pengangkutan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai
pengguna transportasi Ojek online.

2. Kegunaan penelitian



a. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara
teoritis dalam pengembangan ilmu hukum.

b. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan dan cakrawala
bagi penulis dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen
pengguna transportasi jasa aplikasi online di Indonesia. Penelitian ini juga
sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan
sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian hukum
yang berikutnya.

D. Landasan Teori

Transportasi konvensional ad indahan manusia atau barang dari satu
tempat ke tempat lainnya dengan 1ELA:;Mahana yang digerakkan
oleh tenagagmanusiasatausienaga m@w@ahn@irlxgg@ch\asﬁrWasi harus
menemui si pelayan.jasa.transportasi di sebuah pangkalan atau menunggu di suatu
tempat.

Transportasi online adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat
ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh
tenaga manusia atau tenaga mesin dengan media online yang si pengguna jasa
transportasi lalu menghubungi setiap saat dibutuhkan, pelayanan jasa transportasi

bagi pengguna jasa tersebut, selanjutnya untuk menunggu driver online datang

menjemput.’

7 https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi/di_unduh pada tanggal 8 Desember 2020, pukul
08.42 Wib.




Pengertian ojek dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sepeda motor
yang dibuat menjadi transportasi umum untuk memboncengi penumpang ketempat
tujuannya. Menurut pendapat para sarjana, ojek adalah sepeda atau sepeda motor
yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.®

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan
menyatakan bahwa “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan
atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan
beroda tiga tanpa rumah-rumah”. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang
menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang
dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.

Ojek online merupakan transportasi umum yang sama dengan ojek pada
umumnya, yang menggunakan sepe otqr sebagai sarapa pengangkutan namun
ojek online dapat dikatakan lebih miBrLAMgrasi dengan kemajuan
teknologi. Ojek online merupakan O@@H@@d ya@ ﬁen@lﬁw teknologi
dengan memanfaatkan aplikasi smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk
memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan
orang dan atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang
bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota
besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah
kemacetan selalu menjadi polemik, ojek online ini hadir untuk memudahkan
masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi
yang semakin maju.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8

8 Badudu J.S. dan Sutan Mohammad Zain. 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta
Intergraphic



Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.®

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun
berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen
untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada
beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen
tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar
konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat Universal.'®

Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan
dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal misalnya dari

segi ekonomi maupun pengetahuan, mengingat produsen lah yang memproduksi
barang, sedangkan konsumen hany beli produk yanggelah tersedia dipasaran.
Perlindungan terhadap konsumen slBLA Mngat makin lajunya ilmu
pengetahuam@aniekenelogiyang m%o@e*ﬁ]”@c@)(%n@rﬁ b@i @Wtifitas dan
efisiensi produsen.atas,barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka
mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut,
baik langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya
merasakan dampaknya.!?

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang

diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan

barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.?

9 Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group),
him. 21.
10 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung,
Mandar Maju, him. 23
11 1bid, him 26
12Janus Sidalabok, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Medan, Citra Aditya
Bakti, him. 14



Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen”
sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen
adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain

dan tidak untuk diperdagangkan.*?

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Agar Tujuan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis
menggunakan metode pengumpulan rupakan salalgsatu aspek yang sangat
berperan dalam kelancaran dan kebIELMIisis tugas akhir dengan
baik. Kebeshasilangpenyusunan tuga@p@ihi@@%g@ﬁ%\ teEe@W data dan
informasi yangengkaps

Penelitian secara empiris merupakan Jenis data yang digunakan dalam tugas
akhir ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif artinya data yang
berbentuk narasi dan tidak dalam berbentuk angka, sedangkan data kuantitatif artinya
menggunakan model-model matematis. Berikut ini uraian sumber datanya, yaitu:

a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang didukung dengan data

empiris, secara normatif penelitian ini dilakukan dengan mengola data yang

diperoleh dari berbagai sumber dokumen, kepustakaan, dan laporan-laporan.

13 R.I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, Bab |, Pasal 1,
ayat 2



b. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan didaerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, mengingat
diwilayah tersebut terdapat pengguna jasa aplikasi ojek online sebagai angkutan
transportasi yang berbasis online.
c. Jenis dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
sekunder, yakni:

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian. Data
tersebut diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan pihak terkait, dalam
hal ini adalah staff/pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan pengguga jasa Ojek

Online.

b. Data sekunder adalah dataIB ImeA Majian atau penelahaan

berbagal sumber kepustaka@dﬂ(h@d@ ‘apmrfqaplcia@ V\/

2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan Adalah :
a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam hal penelitian ini, yang dilakukan adalah penelusuran terhadap
data secara langsung melalui wawancara atau pembicaraan langsung dan
terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber, dalam hal ini
staf/pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia, dan pihak terkait lainnya.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam hal penelitian ini, yang dilakukan adalah penelusuran terhadap



data melalui kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan,

dokumen, dan laporan-laporan.

3. Pengumpulan bahan hukum

Tata cara pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan melalaui

penelitian, baik data primer maupun data sekunder dengan melakukan analisis

menggunakan pendekatan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang

berlkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari tiga unsur yaitu

a.

1)

2)

Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yang mengikat dan diteliti serta peraturan

Perundang-undangan bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah pertama
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
Undang-Undang Nomor 22 TIBZLAMU Lintas dan Angkutan
Jalan.serta sumber data yang@wlh Eﬁceﬂlar@tﬁg riﬂiaawmber asli
atau pihak pertama. Data ini diambil dengan menggunakan beberapa teknik,
yaitu :
Teknik Observasi

Teknik observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan
pengamatan secara langsung. Pengamatan secara langsung ini dilakukan ke
driver ojek online dilapangan, untuk mengetahui kedudukan hukum badan
hukum ojek online dalam penyelenggaraan pengangkutan, serta untuk
mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna jasa aplikasi ojek online
sebagai angkutan berbasis aplikasi online.

Teknik Komunikasi

Teknik komunikasi adalah pengumpulan data dengan melakukan



wawancara atau interview kepada pihak-pihak driver dan penumpang ojek
online. Wawancara dilakukan untuk dapat memperoleh informasi dengan
melakukan tanya jawab secara langsung.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara
tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan histori.
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